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KATA PENGANTAR
 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Tahun 2018-2023 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Karanganyar.
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi,Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Karanganyar dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerjayang efektif dan efisien.
Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (umumnya).
                                                                    Kepala DP3APPKB Kab Karanganyar

                                                                          Dra Any Indri Hastuti.MM
BAB I
PENDAHULUAN
 
1.1 .Latar Belakang
Dalam  upaya mewujudkan  Pemerintahan yang baik (good governance),  salah satunya diwujudkan  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, komprehensif dan aplikatif.  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dinyatakan bahwa  Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengintegrasian  kebijakan  pembangunan Daerah   dan Nasional  ini  bersifat strategis dalam  upaya mengembangkan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupunKabupaten/Kota untuk mempercepat perwujudandankesejahteraanmasyarakat,mengembangkan demokratisasi, meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan  mendesak. 
Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar  Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerahyang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. 
Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Resntra Perangkat Daerah; (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati wakil bupati Karanganyar tahun 2018-2023. 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra OPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 -2023.
Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, dalam penyusunan Renstra maka diperlukan sinergi dari berbagai tahapan-tahapan penyusunan diantaranya dari proses persiapan, penyusunan sampai pada proses rancangan dengan memperhatikan berbagai elemen pendukung dengan mengacu pada Visi, Misi Kepalah Daerah dan Wakil Kepalah Daerah Karanganyar yaitu “BerjuangBersama Memajukan Kabupaten Karanganyar “yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.
Dengan berpedoman  kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi arahan kebijakan dan strategi pembangunan daerah serta menjadi acuan seluruh OPD. Penyusunan RENSTRA juga harus mengintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai  dinamika perkembangan kondisi baik itu di tingkat lokal, regional maupun nasional.  Kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada periode sebelumnya juga harus tetap diperhatikan.Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
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Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  Karangayar  Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar  Tahun 2018-2023.
Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karanganyar mengacu pada Visi, misi dan program unggulan Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 terutama pada misi ke 3 yaitu Pendidikan Gratis SD/SMP, dan Kesehatan Gratis, dan misi ke 5 yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan Sosial Budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda Dan Olahraga.Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karanganyar disusun dalam rangka menindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. 
Rencana strategis yang disusun olehDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar  merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),dan tantangan (threats) yang ada. 
 
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun  2018 – 2023 adalah sebagai berikut :
1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2006  tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8.  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52  Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
9	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
15.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
16. Peraturan Pemrintah Nomer 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang  Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
20. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Tengah Nomor5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018  – 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah  Kabupaten Karanganyar  Nomor10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018  – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar  Tahun 2018 -2023 adalah : menyediakan dokumen perencanaan DP3APPKB  Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Karanganyar sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Karanganyar. 
Tujuan menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah:
1. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk memantapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/ kegiatan.
3. Sebagai dasar dan pedoman arah kebijakan dalam Penyusunan Renja pada setiap tahunnya sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar dan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karanganyar.

1. 4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I 	Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV   Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. 
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama perangkat daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.











BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

0. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
0. Dasar Hukum
a. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
b. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun  2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi  Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

0. Tugas dan Fungsi
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Kabupaten  Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun  2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi  Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
a. Tugas
	

	1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;

	2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

	3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; 

	4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

	5. Pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan;

	6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

	7. Pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
cUraian Masing-Masing Tugas dan Fungsi :	
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2.Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputipembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.Dalam melaksanakan tugasmempunyai fungsi 
a.pengkoordinasian kegiatan;
b.pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
d.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g.penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan PenggerakanKepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakanmempunyai tugas unsur pelaksanaPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis  di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana; 
c. pelaksanaan  bimbingan teknis advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan funsinya.
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
mempunyai tugas unsur pelaksana  bidang  Keluarga Berencana.dan mempunyai fungsi :
a.penyusunan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana; 
b.pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana; 
c.pelaksanaan  bimbingan teknis Keluarga Berencana; 
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana;dan
e.pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai tugas unsur pelaksana bidaangKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga. mempunyai fungsi :
a.penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
b.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
c.pelaksanaan  bimbingan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
e.pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.


6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anakmempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,pemantauan, evaluasi dan pelaporanPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
c.pelaksanaan  bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak;dan
e.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.


	Kepala Dinas membawahi :
1. Sekretariat, terdiri dari :
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
a) Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
b) Seksi Pelayanan KB; dan
c) Seksi Pembinaan Kesertaan KB;
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
c) Seksi Bina Ketahanan Remaja;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a) Seksi Pelembagaan Pengarusutaman Gender;
b) Seksi Perlindungan Perempuan; dan
c) Seksi Perlindungan Anak;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi
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b.  Sumber daya manusia
Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk  dan Keluarga Berencana dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk  dan Keluarga Berencana harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk  dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat di lihat pada Tabel di bawahini :
Tabel.2.1
Jumlah Pegawai Per Desember 2018
	GOLONGAN
	FUNGSIONAL
	STRUKTURAL
	STAF
	TOTAL

	
	I
	II
	III
	IV
	Esl.II
	Esl.III
	Esl.IV
	
	

	Gol IV/e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol IV/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol IV/c
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Gol IV/b
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Gol IV/a
	
	
	
	
	
	
	7
	
	7

	Jumlah Gol IV
	
	
	
	
	1
	1
	7
	
	9

	Gol III/d
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	Gol III/c
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4

	Gol III/b
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	Gol III/a
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3

	CPNS Gol III/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah Gol III
	
	
	
	
	
	
	4
	9
	13

	Gol II/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol II/c
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol II/b
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Gol II/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah Gol II
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Gol I/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol I/c
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Gol I/b
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gol I/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah Gol I
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Jumlah Total
	
	
	
	
	1
	1
	11
	11
	24



	Tabel 2.2 : Kekuatan SDM DP3APPKBDan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

	NO
	Kualifikasi
	Jumlah Pegawai

	(1)
	(2)
	(3)

	Menurut Jenis Kelamin

	- Laki – laki								8

	- Perempuan								16

	Total Jumlah Pegawai						24

	Menurut Jenis Pendidikan

	- S2									9

	- S1									10

	- Diploma								2

	- SLTA								2

	- SLTP									1

	- SD									-

	Menurut Pendidikan Perjenjangan

	- Diklat PIM II							1

	- Diklat PIM III							

	- Diklat PIM IV

	Menurut Golongan Kepangkatan

	- Golongan IV							9

	- Golongan III							13

	- Golongan II								1

	- Golongan I								1

	Menurut Kedudukan

	A. Pejabat Struktural

	- Eselon IIb								1

	- Eselon IIIa							

	- Eselon IIIb								1

	- Eselon IVa								11		

	B. Pejabat Fungsional



c.Sarana dan Prasarana
Guna mendukung pelaksanakan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dalam mengoptimalkan  kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas dilapangan. Untuk melihat dukungan  sarana dan prasarana khususnya yang mendukung mobilitas program.
Jumlah sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

	Tabel 2.3

	Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

	Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

	 

	NO
	Fasilitas
	Jumlah Sarana Dan Prasarana

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Sarana dan Prasarana Dinas PPKB
	 
	 

	1
	Gedung kantor ( ± 1.800 m²)
	          1
	Unit

	2
	Mobil Kepala Dinas
	          1
	Unit

	3
	Mobil Operasional Dinas
	         3
	Unit

	4
	Sepeda Motor Petugas PLKB
	     108
	Unit

	5
	Komputer PC
	        48
	Buah

	6
	Laptop
	        51
	Buah

	7
	LCD
	        12
	Buah

	8
	Over Head
	          2
	Buah

	9
	Kamera
	          9
	Buah

	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana
	 
	 

	1
	Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan
	        17
	Unit

	2
	Gedung Gudang Alat Kontrasepsi
	          1
	Unit

	3
	Mobil Pelayanan Operasi KB
	         1
	Unit

	4
	Mobil Penerangan KB (Mopen)
	          2
	Unit

	5
	Mobil Operasional KB (Truk Box)
	          1
	Unit

	Sumber Data DP3 AP2KB Kabupaten Karanganyar (Periode Desember  2018)



         2.2. Kinerja Pelayanan
2.2.1 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Pembangunan bidang kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penduduk apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber daya pembangunan potensial, sedangkan disisi lain apabila kurang diperhatikan maka akan dapat menjadi beban pembangunan dan permasalahan sosial. 
Dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Gambaran mengenai perkembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana setidaknya dapat dilihat dari perkembangan capaian data antara lain persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR), persentase Drop Out (DO) KB, persentase Unmet Need. 
a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif 
Jumlah peserta KB Aktif selama periode 2015 – 2018 mengalami kenaikan.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesertaan KB antara lain melalui peningkatan penggunaan alat kontrasepsi MKJP, peningkatan kapasitas PPKBD mengingat keterbatasan jumlah PLKB, kerjasama peningkatan KB di lingkungan perusahaan, peningkatan kepesertaan KB Pria, advokasi kabupate yang kesertaan KB MKJPnya rendah, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).  
Tabel 2.2.1
Peserta KB Aktif di Kabupaten Karanganyar
	NO
	Metode
	Peserta KB AKTIF

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	IUD
	19386
	20970
	22509
	23806

	2
	MOW
	12550
	12514
	12272
	12459

	3
	MOP
	718
	969
	1139
	1226

	4
	KONDOM
	3320
	2289
	4116
	4106

	5
	IMPLAN
	11131
	12305
	13766
	14856

	6
	SUNTIK
	74865
	73847
	77473
	77898

	7
	PIL
	8657
	8410
	9530
	9219

	Jumlah
	130627
	131304
	140805
	143570


























Tabel 2.2.2
                      Peserta KB Aktif per Kecamatan
	NO
	KECAMATAN
	IUD

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	 Jatipuro
	562
	534
	575
	617

	2
	 Jatiyoso
	1574
	1662
	1732
	1818

	3
	 Jumapolo
	500
	588
	657
	708

	4
	 Jumantono
	708
	856
	768
	855

	5
	 Matesih
	888
	945
	991
	1058

	6
	 Tawangmangu
	728
	735
	842
	917

	7
	 Ngargoyoso
	1463
	1578
	1673
	1754

	8
	 Karangpandan
	1130
	1244
	1305
	1369

	9
	 Karanganyar
	1131
	1319
	1420
	1555

	10
	 Tasikmadu
	1496
	1625
	1592
	1601

	11
	 J a t e n
	1737
	1747
	2205
	2284

	12
	 Colomadu
	1900
	2063
	2303
	2459

	13
	 Gondangrejo
	1604
	1646
	1733
	1769

	14
	 Kebakkramat
	1020
	1226
	1410
	1560

	15
	 Mojogedang
	968
	1192
	1332
	1435

	16
	 K e r j o
	636
	663
	628
	702

	17
	 J e n a w i
	1341
	1347
	1343
	1345

	Jumlah
	19386
	20970
	22509
	23806






















b. Unmeet need Kabupaten Karanganyar
Peningkatan angka unmeetneed  disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi wilayah  yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.


Tabel 2.2.3
       Unmeetneed kab Karanganyar 2015-2018

	No
	PUS BUKAN PESERTA KB
	Jumlah

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Hamil
	5948
	5485
	4877
	5177

	2
	Ingin Anak Segera
	16045
	14856
	11788
	12091

	3
	Ingin Anak Ditunda
	6811
	6890
	6496
	7077

	4
	Tidak Ingin Anak Lagi
	6681
	7613
	6760
	7821

	Jumlah
	35485
	34844
	29921
	32166



























  Tabel : 2.2.4
Peserta KB Baru Alokon 
	NO
	Metode
	PESERTA  KB BARU

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	IUD
	3624
	3939
	3247
	2841

	2
	MOW
	442
	419
	407
	504

	3
	MOP
	30
	265
	179
	98

	4
	KONDOM
	1017
	622
	387
	484

	5
	IMPLAN
	2433
	2477
	2541
	2151

	6
	SUNTIK
	12867
	9702
	7009
	6889

	7
	PIL
	2575
	1670
	927
	1008

	Jumlah
	22988
	19094
	14697
	13975











2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Pemberdayaan perempuan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara, sehingga untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan diperlukan upaya-upaya penguatan dan perlindungan di berbagai bidang antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik. Sedangkan berkaitan dengan perlindungan anak, upaya yang perlu dilakukan dintaranya adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap kekerasan. 

a. Kesetaraan dan Keadilan Gender
    Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. 
Tabel 2.2.5
Indeks Pembangunan Gender
	NO
	TAHUN
	IPG

	
	
	NASIONAL
	JATENG
	KARANGANYAR

	1
	2013
	90,19
	91,50
	93.83

	2
	2014
	90,34
	91,89
	95.42

	3
	2015
	91,03
	92.21
	95.71

	4
	2016
	90,82
	92,22
	96.08

	5
	2017
	90,96
	91,94
	96.15




b. Indeks Pemberdayaan Gender
Apabila dilihat dari komponen pendukung IPG, diketahui bahwa masih tingginya gap antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi yang ditunjukkan pada komponen pengeluaran per kapita. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan masih terbatas dan perlu perhatian dari pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
Tabel 2.2.6
Capaian IDG
	NO
	TAHUN
	IPG

	
	
	NASIONAL
	JATENG
	KARANGANYAR

	1
	2013
	70,46
	71,22
	66.44

	2
	2014
	70,68
	74,46
	66.89

	3
	2015
	70,83
	74,80
	71.66

	4
	2016
	71,39
	74,89
	77.00

	5
	2017
	71.74
	75,10
	75.84



c. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif 
Apabila dilihat dari komponen pendukung, diketahui bahwa keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Kabupaten Karanganyar ) saat ini masih rendah sebesar 26,67% dari 45 orang anggota dewan. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Kabupaten Karanganyar) tersebut menunjukkan adanya kesenjangan/gap antara laki-laki dan perempuan masih tinggi sehingga perlu untuk mendorong dan peningkatan pemberdayaan perempuan agar keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD) minimal sampai dengan 30%.

d. Pemenuhan Hak  Anak 
Secara umum capaian pemenuhan hak anak ditunjukkan dalam pemenuhan 24 indikator  Kabupaten layak Anak (KLA) yang terealisasi melalui perolehan penghargaan KLA Upaya peningkatan yang lebih keras lagi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar  yang memerlukan dukungan lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa. 
Ke depan perlu upaya signifikan antara lain advokasi dalam percepatan capaian indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengembangan Desa/Kelurahan layak anak, peningkatan partisipasi anak dalam proses pembangunan, advokasi legalitas kelahiran anak, peningkatan pemahaman hak anak bagi tenaga layanan, dunia usaha dan stakeholder, serta advokasi penganggaran responsif hak anak di OPD kabupaten.

e.Perlindungan Perempuan dan Anak
Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat atau terlaporkan mengalami fluktuatif .
Tabel 2.2.7
Data korban kekerasan
	NO
	JENIS KEKERASAN
	JUMLAH

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Fisik
	4
	3
	28
	18

	2
	Psikis
	2
	1
	10
	5

	3
	Seksual
	4
	11
	16
	7

	4
	eksploitasi
	
	
	
	

	5
	penelantaran
	
	
	
	






Tabel 2.8
Jumlah anak korbankekerasan 
	NO
	ANAK KORBAN KEKERASAN
	JUMLAH

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Laki laki
	1
	1
	11
	1

	2
	Perempuan
	5
	9
	5
	6

	3
	Jumlah
	6
	10
	16
	7



Penurunan rasio ini merupakan suatu keberhasilan yang harus terus diupayakan sebagai upaya preventif dan peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak. 
Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pencegahan dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat, advokasi upaya pencegahan, peningkatan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat, peningkatan kuantitas sekolah ramah anak, pengurangan risiko perempuan dan anak kelompok rentan, media KIE, serta peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan 
2.4.2. Perempuan dan Perlindungan Anak
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Tantangan
a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
e. Kelompok kerja PUG belum optimal;
f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
g. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak di kabupaten;
h. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
j. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
k. Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;
l. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

2. Peluang
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
d. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan KabupatenLayak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
f. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupatenserta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
g. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
h. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
i. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
j. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
k. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.  
l. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan  kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030). 
m. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
n. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.3. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
1. Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
b. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak berKB;
c. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
e. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
f. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proposional 
g. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
h. Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

2. Peluang
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program KKBPK;
c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
d. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.
e. 
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :
1) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten;
2) Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
3) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
4) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender;
5) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
6) Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
7) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
8) Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;
9) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak;
10) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak utamanya data terpilah lintas sector.

b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :
1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
3) Belum optimalnyakualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana :
1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
2) Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
3) Rendahnya pengintegrasian program kependudukan diSMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal;
4) Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.

d. Permasalahan terkait Keluarga sejahtera :
1) Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten dalam mendukung ketahanan keluarga;
2) Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini;
3) Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;

e. Permasalahan terkait kesekretariatan:
1. Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
2. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah.


Tabel 3.1    Identifikasi Isu Strategis lingkungan eksternal kabupaten
	No
	Isu strategis

	
	Dinamika Internasional 
	Dinamika Regional 
	Dinamika Lokal 
	Lain lain

	
	Terjadi nya ledakan penduduk (Baby Booming)
. Sebagai gambaran Tahun 2008 populasi penduduk didunia terhitung sebesar 6,72 milyar 
dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,2 % per tahun
	Berkaitan dengan dinamika internasional tersebut banyak permasalahan yang dihadapi 
yaitu : 
1. Tingkat kesehatan penduduk yang masih rendah 
2. Tingkat pendidikan yang masih rendah 
3. Banyaknya penduduk miskin 
4. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup besar 1.4% pertahun
	Masih berkembangnya nilai budaya yang kadang menghambat program 
kerja misalnya 
1. Banyak anak banyak rejeki 
2. Makan tidak makan asal kumpul 
3. Perempuan hanya sebagai teman dibelakang suami 
(kanca wingking) 

	

	
	Dunia bersepakat mencapai tujuan Pembangu nan Milenium Millennium Development Goals
/MDGs) MDGs adalah target yang, harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menekan angka kemiskinan dalam beberapa dimensi seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kelaparan, penyakit, kesenjangan 
pemenuhan rumah layak huni , kesetaraan 
gender, pendidikan dan kelangsungan 
lingkungan hidup.
	Peralihan pemerintahan pusat yang 
berpengaruh terhadap pelaksanaan 
kebijakan -kebijakan 
penanggulangan kemiskinan 
yang diterapkan di daerah.
	Belum optimalnya 
perlindungan perempuan dan anak pada tingkat 
kabupaten. Perlunya komitmen 
bersama dan terintegrasi dalam 
rangka penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
	

	
	Konvensi Hak Anak Internasional telah 
berlaku sejak 1989. Konvensi tersebut saat 
ini telah diratifikasi oleh kurang lebih 193 
negara.
	
	Perlunya komitmen bersama menuju 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 

	










	No
	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1





















	Misi 5
Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga




Tujuan : terwujudnya masyarakat yang religius berbudaya berprestasi dan kesetaraan gender



Sasaran : meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak




























































Misi 3
Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis



Sasaran: meningkatnya akses kualitas layanankesehatan dan perilaku hidup sehat masyarakat





Tujuan : terwujudnya sumber daya  manusia yang cerdas berkarakter sehat dan berkualitas





	1.Belum optimalnya kelembagaan PUG hal ini dapat dilihat meskipun Pokja PUG dan Focal point sudah terbentuk akan tetapi perlu dioptimalkan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
2.Belum optimalnya pelaksanaan PUHA karena belum semua program dan kegiatan antar OPD selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA) masih bersifat parsial belum holistik dan terintegrasi.
3. Masih kurangnya kualitas hidup perempuan mengingat peran perempuan sangat penting dalam membentuk keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dan kualitas keluarga perlu mendorong kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai upaya ketahanan ekonomi keluarga. 
4. Masih kurangnya kualitas hidup anak mengingat masih ada anak dari keluarga kurang mampu yang perlu diintervensi dalam hal pemenuhan kebutuhan gizinya yang pada akhirnya dapat menunjang dan mewujudkan kualitas keluarga.
5.Belum optimalnya jaringan dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
6.Belum tersedianya data perempuan dan anak secara terpilah menurut jenis kelamin dan belum optimalnya koordinasi penyusunan serta pemanfaatan data pilah gender.


1. Belum optimalnya komitmen dan dukungan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan KB sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan KB
3. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) penggerakan program KB guna peningkatan kesertaan KB
4. Masih tingginya Unmeneed karena pasangan usia subur (PUS) ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak mau mengunakan kontrasepsi;
5. Masih rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP
6. Rendahnya dukungan operasional pelayanan MOW
7. Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan KB dalam mendukung penggerakan program KB
8. Menurunnya peran Tribina ( BKB. BKR, BKL ) di Karanganyar
9. Rendahnya anggota UPPKS ber KB
10. Kurangnya pemahanan remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZAH dan HIV/AIDS

	1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 
3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Seringnya pergantian personil yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi terhambat keberlangsungannya
	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. komitmen pada Pemerintah  untuk mulai memperhatikan isu gender dan anak serta pengendalian penduduk dan KB, serta menyusun dokumen perencanaan sesuai urusan yang diembannya.
5. Terbatasnya anggaran, SDM dan sarana prasarana  Dinas Pemberda yaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluar ga Berencana kabupaten seringkali menyulitkan melaksana kan program dan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan menjadi urusannya;






Identifikasi permasalahan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1
	Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi
	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan
	Pengarusutamaan gender dan pemberdaya an perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten.

	
	
	
	Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik

	
	
	
	Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender

	
	
	
	Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender

	
	
	
	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan 

	2
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator KabupatenLayak Anak 
	Belum optimalnya capaian indikator pemenuhan hak anak 
	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha

	
	
	
	Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak

	
	
	
	Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan 

	
	
	
	Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak

	
	
	
	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak 

	3
	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi
	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

	
	
	
	Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko

	
	
	
	

	
	
	
	Belum optimalnyakualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

	4
	Tingginya Angka kelahiran total dan  jumlah keluarga pra sejahtera
	Menurunnya angka kesertaan KB (CPR) 
	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP


	
	
	
	Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE 

	
	
	
	Belum adanya pengintegrasian program kependudukan diSMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal

	
	
	
	Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan 

	
	
	
	Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB

	
	
	
	

	
	
	Masih banyaknya keluarga yang ekonominya dibawah garis kemiskinan 
	Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga.

	
	
	
	Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini

	
	
	
	Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga

	
	
	
	Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

	5
	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah
	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

	
	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya kinerja perangkat daerah



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut untuk kemajuan Karanganyar selama 5 (lima) tahun ke depan denganMisi :
1) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
2) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;
4) Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan;
5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
Dengan Program Kerja antara lain :
1) Pemerataan infrastuktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas
2) Pembangunan SDM yang berkarakter unggul inovatif maju dan tangguh serta melanjutkan pembangunan infrastruktur 
3) Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrakstruktur.
4) Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial
5) Penguatan sinergi pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata inklusif harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu “Peningkatan kualitas keagamaan sosial budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan olahraga” melalui kegiatan yang mendukung sebagai berikut :
1) Pembangunan tempat ibadah yang representatif
2) Pemberdayaan kebudayaan pembangunan /Gedung Theatre Bhineka Tunggal Ika
3) Pembangunan inovasi berbasis tehnologi aplikasi
4) Peningkatan integritas ASN & Reformasi
5) Bantuan Kesejahteraan sosial
6) Peningkatan dan pemberdayaan prestasi olahraga dan pembangunan sarpras olahraga
7) Pembangunan gedung kantor
Selain itu juga mendukung misi ke 3  yaitu “Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis, sasaran ke3.1.2 yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat “
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati-Wakil Bupati tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	No
	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
	Tupoksi Perangkat Daerah
	Permasalahan
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat dan
	Pendorong

	1
	Visi :
Berjuang bersama memajukan Karanganyar

Misi 5:
Peningkatan kualitas keagamaan sosial budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan olahraga  ”

Misi ke 3: 
Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis, sasaran ke3.1.2 yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat “


	Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :
· perumusan kebijakan di bidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
· pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
· pelaksanaan kebijakan di bidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; 
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
· pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan;
· pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
· Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya


	· Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi



























Rendahnya pemahaman pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten

Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak















Rendahnya pemahaman pembangunan keluarga dalam mewujudkan hak anak 



Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak





























Belum tersedianya data informasi gender dan anak sesuai ketentuan yang berlaku

Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak

	· Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
· Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya keu angan menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif
· Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan di bidang politik

· Rendahnya kesempatan kerja/ berwirausaha bagi perempuan 





· Belum adanya implementasi kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender kabupaten

· Rendahnya penerapan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak



· Rendahnya program kegiatan yang responsif hak anak 









· Belum adanya implementasi kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan hak anak


· Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak





· Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu 
· Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia layanan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak






· Belum optimalnya sistem perlindungan anak (termasuk sistem hukum, kebijakan serta pelaksanaannya)

· Kurangnya pemahaman bagi keluarga dalam pemenuhan hak anak 
· Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan  dan penanganan kekerasan terhadap anak

· Pengumpulan data lintas sektor belum tersinkronisasi

· Kurangnya advokasi penggerakan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan

· Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif


· Mulai tumbuhnya kesadaran pemilih perempuan untuk kebutuhan perempuan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan
· Meningkatnya kesadaran perempuan untuk berwirausaha dengan tetap menjaga dan mendampingi anak di rumah


· Telah diundangkan Perda dan Perbub tentang KKBPK




· Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam pemenhan hak anak

· Adanya kewenangan  UU No. 23 Tahun 2014 untuk pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha


· Telah diundangkan Perda dan Per     bub tentang KKBPK




· Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pencegahan  dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

· Penggunaan Sistem aplikasi gender dan anak 


· Adanya komitmen dan dukungan lembaga masyarakat ormas perempuan dan anak dalam pemberdayaan perempuan  serta peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga

	
	
	
	Belum optimalnya implementasi program KKBPK

















Menurunnya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan tingginya unmetneed





belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana

Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera



























Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program pembangunan keluarga

	· Belum adanya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal
· Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

· Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP dan tingginya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda, tidak ber KB 

· Kurangnya advokasi penggerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana



· Belum optimalnyapartisipasi keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga
· Belum optimalnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) 

· Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini
· Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga

· Kurangnya advokasi penggerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program pembangunan keluarga
	· Dukungan Kepala Daerah dalam pemberian pengetahuan kepada siswa SMA/SMK

· Belum disusunnya dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan analisa dampak kependudukan 





· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB 






· Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat





· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB 


· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga 








· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga 



3.3 Telaahan Renstra K/L 
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2015 – 2019
Dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatanpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.
Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2015 – 2019
	No
	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA
	Tupoksi Perangkat Daerah
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat dan
	Pendorong

	1
	Tujuan :
Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; dengan sasaran :
	· Tugas Perangkat Daerah : 
	
	
	

	
	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 
	· 
	· IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100
	· Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
· Terbatasnya anggaran 
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

	
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
	· 
	· IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif 
	· 
	· 

	
	
	
	namun cenderung meningkattiap tahun
	program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

	

	2
	Tujuan : 
Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; dengan  sasaran :
	· 
	
	
	

	
	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
	· 
	· Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 
· Buruh migran, IRT ODHA menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
	· Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA


	
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

	
	· Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung.
· Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
	· 
	· 

	3
	Tujuan :
Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dengan  sasaran :

	
	
	
	

	
	a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak
	
	· Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
· Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
	· Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

	4
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatanpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dengan sasaran :
	
	
	
	

	
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	· 
	· Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	· Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang
	· Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak




3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019
Dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019
	No
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN
	Tupoksi Perangkat Daerah
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	Tujuan :
mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas; dengan sasaran :
	· Tugas Perangkat Daerah : 
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
· 
Fungsi pereangkat daerah :
1. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 
2. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
3.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
4.pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; 
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
6.pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan;pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7.pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



	

	



















· Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP karena takut efek samping
· Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 4 desa/ kelurahan)
· Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana
· Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota
· Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga
	



















· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

· Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

	1
	Menurunnya Angka kelahiran Total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
	
	
	· 
	· 

	2
	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
	
	· Menurunnya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
	· 
	· 

	3
	Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	
	· Bertambahnya persentase unmetneed
	
	

	4
	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	
	· Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan  alat kontrasepsi MKJP
	· 
	· 

	5
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out KB)
	
	· Tingginya drop out KB
	
	

	
	
	
	· 
	
	



3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah  Tahun 2018 – 2023.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pembedayaan perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.



Tabel 3.5
Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah  Tahun 2018 – 2023.
	No
	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
	Tupoksi Perangkat Daerah
	Permasalahan
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat dan
	Pendorong

	1
	Visi :
Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi


Misi 3 :
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ke 4 : 
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja ke 1 : 
Sekolah tanpa sekat, pelatihantentang demokrasi dan pemilu,gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

Program kerja ke 4 :
Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
	· Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Fungsi Perangkat Daerah :
Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat
· 
	· Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi









































Rendahnya pemahaman pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di provinsi dan kabupaten/kota



Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota














Rendahnya pemahaman pembangunan keluarga dalam mewujudkan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota



Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak






































Belum tersedianya data informasi gender dan anak sesuai ketentuan yang berlaku


Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak

	· Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota

· Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif

· Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan di bidang politik



· Rendahnya kesempatan kerja/ berwirausaha bagi perempuan 








· Belum adanya implementasi kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

· Rendahnya kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak

· Rendahnya program kegiatan yang responsif hak anak di provinsi dan kabupaten/ kota








· Belum adanya implementasi kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan hak anak tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

· Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

· Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu provinsi dan kabupaten/kota

· Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia layanan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak









· Belum optimalnya sistem perlindungan anak (termasuk sistem hukum, kebijakan serta pelaksanaannya)

· Kurangnya pemahaman bagi keluarga dalam pemenuhan hak anak 
· Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan  dan penanganan kekerasan terhadap anak
· Pengumpulan data lintas sektor belum tersinkronisasi
· Kurangnya advokasi penggerakan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan

· Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif




· Mulai tumbuhnya kesadaran pemilih perempuan untuk menjaga suara/kebutuhan perempuan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan
· Meningkatnya kesadaran perempuan untuk berwirausaha baik perorangan maupun berkelompok, dengan tetap menjaga dan mendampingi anak dirumah

· Telah diundangkan Perda dan Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga





· Adanya komitmen para pengambil kebijakan di kabupaten/ kota dalam pemenuhan hak anak
· Adanya kewenangan provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2014 untuk pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

· Telah diundangkan Perda dan Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga



· Adanya komitmen Kepala Daerah dan kerjasama dengan pemprov lainnya dan instansi lain dalam pencegahan  dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

· Sistem aplikasi gender dan anak telah mulai disinkronisasikan dengan data adminduk

· Adanya komitmen dan dukungan lembaga masyarakat/ ormas perempuan dan anak dalam pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga
· 

	
	
	
	Belum optimalnya implementasi program KKBPK

























Menurunnya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan tingginya unmetneed





















Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana

Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera

























Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program pembangunan keluarga

	· Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota
· Belum adanya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal
· Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

· Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP dan tingginya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda, tidak ber KB karena kurangnya pemahaman dan takut efek samping
· Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 4 desa/kelurahan)

· Kurangnya advokasi penggerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana

· Belum optimalnyapartisipasi keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga
· Belum optimalnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota
· Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini
· Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga
· Kurangnya advokasi penggerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program pembangunan keluarga
	· Telah disusunnya kebijakan bonus demografi daerah
· Dukungan Kepala Daerah dalam pemberian pengetahuan kepada siswa SMA/SMK

· Telah disusunnya dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan analisa dampak kependudukan mulai tiap tahun mulai tahun 2017 dan 2018



· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan
· Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat







· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan




· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan










· Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan





3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar  tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari segi tata ruang ada keterkaitan dimana perencanaan tata ruang kota yang sensitif terhadap kebutuhan anak akan mendukung pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak.
2  Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Bahwa semua Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar tidak berdampak secara signifikan dan sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Tabel 3.5
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
	No
	Kebijakan RTRW/KLHS
	Tupoksi Perangkat Daerah
	Permasalahan
	Faktor Penghambat dan Pendorong

	I
	RTRW
	· Tupoksi Perangkat Daerah
	
	

	
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW
	
	NIHIL
	NIHIL

	
	Program indikatif
	
	NIHIL
	NIHIL

	II
	KLHS
	
	
	

	
	Permasalahan dan Isu Strategis
	
	NIHIL
	NIHIL

	
	Skenario dan Rekomendasi
	
	NIHIL
	NIHIL

	No
	Kebijakan RTRW/KLHS
	
	Permasalahan
	Faktor Penghambat dan Pendorong

	
	
	Fungsi Perangkat Daerah :

	
	




3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Peningkatan kesetaraan gender;
b. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupatena Layak Anak;
c. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang;
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Peningkatan kesertaan keluarga berencana;
b. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
























BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kabupaten Karanganyar merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Karanganyar yang diinginkan pada akhir periode perencanaanya itu pada tahun 2019. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Karanganyar yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.
Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar selama lima tahun (2018-2023) adalah sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :
“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”
Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar dalam pencapaianvisi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. 
Untuk mencapai melaksanakan visi dan Misi Bupati terpilih Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kesetaraan Gender dan Perlindungan perempuan dan Anak”.
Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. 
Perwujudan dari komitmen tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencanaa Kabupaten Karanganyar selama lima tahun kedepan akan mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaa khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai coordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
1. M i s i
Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaa adalah:
0. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan
0. Meningkatkan SDM dan penyetaraan gender di semua bidang pembangunan
0. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana; 
0. Perlindungan terhadap kekerasan bagi perempuan dan anak
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi 
	Arah kebijakan

	Misi 3 : pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis

Terwujudnya SDM yang cerdas berkarakter sehat dan berkualitas
	Meningkatnya akses kualitas layanan kesehatan dan perilaku hidup sehat masyarakat
	Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas terjangkau 
	1. Penyelenggaraan layanan kese hatan secara me rata dan berkua litas


	Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan ,sosial budaya pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga


Terwujudnya masyarakat yg religius berbudaya tata kelola pemerintahan yang baik berprestasi dan kesetaraan gender
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak
	Penguatan pembangunan keadilan gender perlindungan perempuan dan anak

	1. Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender
2. Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan
3. Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karanganyar merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dengan mensinergiskan antara tujuan dan sasaran  yang  akan dicapai, sehingga selama lima  tahun yang akan dating hasil pembangunan tersebut sinergis dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.  
Dengan ditetapkannya visi,  misi,  tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diKaranganyar selama 5 (lima) tahun mendatang, diharapkanakan diperoleh pedoman dan acuan strategi pembangunan  yang  jelas, langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, target  beserta indicator dapat terukur hasilnya,  serta dapat mengintegrasikan  program  dan kegiatan  yang  diperlukan oleh organisasi serta menjadi akselerator kegiatan secara komprehensif. 
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut
1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indicator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018 - 2023
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator KinerjaTujuandanSasaran
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	KondisiAkhir

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Terwujudnya masyarakat yang religius berbudaya berprestasi dan kesetaraan gender
	Indek Pembangunan Gender (IPG)
	

	96,5
	96,7
	97
	97,2
	97,25
	97,3
	97,36
	97,35

	
	
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak
	IDG(Index Pemberdayaan Gender)
	74,27
	74,31
	74,52
	74,56
	74,71
	74,81
	74,95
	74,95

	
	
	
	KabupatenLayakAnak
	10
	10
	12
	14
	16
	20
	22
	24

	
	
	
	Rasiokekerasanterhadapperempuandananak
	8.51 per 100.000
	8.44 per 100.000
	8.37
Per 100.000
	8.29
Per 100.000
	8.22
Per 100.000
	8.15
Per 100.000
	8.07
Per 100.000
	8.07
Per 100.000

	
	
	Meningkatnyaperanperempuandanhakanak dalam pembangunan
	Keterwakilanperempuandalamlegislatif
	9
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
	Indek pembangunan manusia
	Usia harapan hidup
	77,31
	77,31
	77,32
	77,57
	77,82
	78,37
	78,82
	78,82

	
	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyaraka
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a. MeningkatnyakesertaanKeluargaBerencana
	Meningkatnyapeserta KB baru MKJP
	5
	6
	6,5
	7
	7,5
	8
	9
	9

	
	
	b. 
	Angkapemakaiankontrasepsi/ CPR
	76.89
	73.69
	75.00
	75.10
	75.25
	75.50
	76.00
	76.00

	
	
	c. Meningkatnyaketahanan  dankesejahteraankeluarga
	PersentaseKeluargaPra Sejahtera
	22.14
	22,14
	21.64
	21.14
	20.64
	20.14
	19.64
	19.64





























BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi
Strategi yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan;
2) Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten;
3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender;
4) Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan; 
7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak;
9) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
11) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12) Meningkatkan kesertaan KB MKJP;
13) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
14) Meningkatkan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
15) Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK;
16) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan;
17) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB;
18) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja;
19) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
20) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga;








21) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
22) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

5.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
3. Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB;
4. Peningkatan keluarga sejahtera;
5. Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah.
Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
	a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
	1) Meningkatkan kapasitas bagi perempuan melalui pemberdayaan
2) Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender
4) Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak
6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan 
7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak

	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak


	
	
	b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	1) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
3) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan anak

	2
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
	d. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
	1) Meningkatkan kesertaan KB MKJP
2) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB
3) Meningkatkan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
4) Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK
5) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan
6) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB

	Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB

	
	
	e. Meningkatnya ketahanan  dan kesejahteraan keluarga
	1) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja;
2) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
3) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga
	Peningkatan keluarga sejahtera

	3
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
	a. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan efisien
	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
	Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah

	
	
	b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah
	Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah



Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019
Tahun 2019 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program–program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, maka pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019 ditujukan untuk “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anakserta kesertaan KB dan keluarga sejahtera”, dengan arah kebijakan meliputi :
a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik, serta pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha .
b. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat serta peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban;
c. Penyediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kesertaan KB aktif MKJP dan penggerakan KB bersama mitra kerja dan masyarakat;
d. Peningkatan keaktifan tribinadi daerah stunting tinggi dan pemberdayaan UPPKS di daerah miskin;
e. Pemantapan tata kelola administrasi perangkat daerah dan layanan informasi publik yang tertib.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 merupakan kelanjutan dari fokus tahun sebelumnyaserta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target Renstra, maka pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 ditujukan untuk “Meningkatkan peran perempuan danhak anak dalam pembangunan serta kesertaan KB dan pemberdayaan keluarga”,dengan arah kebijakan meliputi :
a. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik serta pengembangan kabupaten/kota layak anak didukung pelembagaan PUG dan PUHA yang semakin meningkat;
b. Pengembangan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan serta peningkatan layanan penanganan korban sesuai standar ;
c. Peningkatan dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota serta peningkatan penggunaan KB MKJP dan penggerakan KB bersama mitra kerja dan masyarakat;
d. Peningkatan peran aktif kelompok Tribina dan pengembangan UPPKS guna mendukung pengentasan keluarga pra sejahtera;
e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 ditujukan untuk “Meningkatkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan serta kesertaan KB dan ekonomi keluarga yang semakin mantap”, dengan arah kebijakan meliputi :
a. Peningkatan akses dan peran perempuan sertapeningkatanketerlibatan anak dalam pembangunan;
b. Percepatan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdimensi kewilayahan melalui peningkatan peran dan kualitas kelembagaan serta dukungan peran aktif masyarakat;
c. Peningkatan dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota dan peningkatan kesertaan KB melalui dukungan fasilitasi layanan KB MKJP, penggerakan masyarakat dan pengembangan KIE;
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan UPPKSdidukung ketahanan keluarga yang semakin mantap;
e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022 ditujukan untuk “Meningkatkan kesetaraan gender dan hak anakserta mengendalikan angka kelahiran guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas”, dengan arah kebijakan meliputi :
a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
b. Percepatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu melalui pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara bersama oleh seluruh tingkatan pemerintahan dan penanganan korban yang berkualitas sesuai standar;
c. Dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota dan peningkatan kesertaan KB melaluipenggerakan dan pengembangankomunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat;
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan UPPKS didukung ketahanan keluarga yang semakin mantap;
e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 ditujukan untuk “Mewujudkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga yang berkualitas”, dengan arah kebijakan meliputi :
a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
b. Penguatan percepatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu melalui pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara bersama oleh seluruh tingkatan pemerintahan dan penanganan korban yang berkualitas sesuai standar;
c. Dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kesertaan KB melalui penggerakan danpengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB serta peran serta mitra kerja dan lembaga masyarakat;
d. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung peran aktif Tribina dan UPPKS yang semakin meningkat;
e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.











BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Penyusunandokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah
D.Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak
1. Workshop hak dan anak ( Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak ) 
2. Operasional forum anak kabupaten
3. Operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar
4. Operasional gugus tugas kabupaten layak anak
5. Sosialisasi  Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
6. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
7. Peringatan Hari Anak Nasional
E. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
3. Evaluasi Pelaksanaan PUG
4. Implementasi Sistem Informasi Gender dan Anak
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Focal Point PUG Tingkat Kabupaten 
6. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
7. Pengembanagan dan Pembinaan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (FKPA)
8. Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegeahan Komplikasi (P4K)
9. Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak
10. Sosialisasi dan Advokasi Kebijkan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
11. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
F. Program Keluarga Sejahtera
1. Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
2. Temu Kader Bina Keluarga
3. Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD
4. Advokasi kesejahteraan keluarga
5. Advokasi ketahanan keluarga
6. Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
7. Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR
8. Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja
9. Pemberdayaan ekonomi keluarga
G. Program Peningkatan kesertaan keluarga berencana
1. Peningkatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
2. Pembinaan Keluarga Berencana
3. Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB
4. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
5. Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB

H. Program pengendalian penduduk
1. Fasilitasi Pembuatan Raperda Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga 
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SIGA
3. Operasional Pokja KB Kecamatan
4. Pembinaan Teknis Pengelolaan Kelompok KB Pria/Prio Utomo
5. Pembinaan Motivator Pria
6. KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
7. Operasional kelompok masyarakat peduli KB
8. Pengelolaan data dan informasi KB
9. Advokasi dan KIE 
10. Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB)




10
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		kode
	
	
	
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan
	Pagu  tahun
2018
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

	Target
	
	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	2.02
	2.02.01
	 
	 
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	A.
	Belanja Langsung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	A.1.Belanja Operasional Kantor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	A.2. Belanja Tugas Fungsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	B
	Belanja Tidak Langsung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.02
	 
	 
	 
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	01
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	237.886.000
	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 
	100 % 
	 
	
	
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	01
	01
	Penyediaan jasa surat menyurat
	10.000.000
	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar
	6000 surat
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	43.600.000
	Terbayarnya tagihan jasa kantor
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	60.000.000
	75.000 000
	75.000.000
	80.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	08
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	10.000.000
	Tersedianya alat kebersihan kantor
	22 macam
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	10
	Penyediaan alat tulis kantor
	15.000.000
	Tersedianya alat tulis kantor
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	10.000.000
	Tersedianya barang centak dan penggandaan
	125.000 lembar
	Kabupaten Karanganyar
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	12
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	5.000.000
	Tersedianya komponen 
	12 macam
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	13.486.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	17
	Penyediaan makanan dan minuman
	15.000.000
	Tersedianya makanan dan minuman tamu
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	30.000.000
	40.000000
	50.000.000
	60.000.000
	75.000.000

	2.02
	2.02.01
	01
	18
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
	61.800.000
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam/luar daerah
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	100.000.000
	100 000 000
	100 000 000
	100 000 000
	100 000 000

	2.02
	2.02.01
	01
	19
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
	54.000.000
	Tersedianya jasa keamanan kantor
	3 orang
	Kabupaten Karanganyar
	74.000.000
	74.000.000
	74.000.000
	74.000.000
	74.000.000

	2.02
	2.02.01
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	81.114.000
	 Prosentase peningkatan kualitas SDM
	100 % 
	 
	
	 
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	02
	9
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	0
	 
	 
	 
	50.000.000 
	50.000.000 
	50.000.000
	50.000.000 
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	02
	22
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	5.000.000
	Terpeliharanya gedung kantor
	1 Tahun 
	Kabupaten Karanganyar
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000

	xxxx
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	0
	Tersedianya perlengkapan Kantor
	4 unit printer dan 1 unit lcd
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000 
	50.000.000 
	50.000.000 
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	02
	24
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	71.114.000
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
	100 Unit 
	Kabupaten Karanganyar
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000

	2.02
	2.02.01
	02
	28
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	5.000.000
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000 
	50.000.000 
	50.000.000 
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	06
	 
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	
	 Prosentase Peningkatan kualitas pelaporan
	100 % 
	 
	
	
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	06
	24
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000

	xxxx
	 
	 
	 
	Penyusunandokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah
	
	Tersusunnya laporan RKA-DPA. RKAP-DPAP, SPIP, Sirup, SOP. LKJIP, LPT, SIPD, dan Renstra
	12 bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	 
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak
	35.000.000
	 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu 
	 100
	 
	
	 
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	15
	05
	Workshop hak dan anak ( Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak ) 
	0
	terlaksananya sosialisasi pemenuhan hak anak
	180 orang
	Kanupaten Karanganyar
	20.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	06
	Operasional forum anak kabupaten
	25.000.000
	Terlaksananya forum anak Kabupaten Karanganyar
	350 orang
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	30.000.000
	40.000 000
	50.000.000
	60.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	07
	Operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar
	0
	Terlaksananya POKJA PUG Kab. Karanganyar
	12 Bulan 
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000
	60.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	08
	Operasional gugus tugas kabupaten layak anak
	0
	Terlaksananya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
	38 Orang 
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	20.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	12
	Sosialisasi  Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	10.000.000
	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	180 orang
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	20.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	13
	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
	0
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
	110 orang
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	20.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	15
	13
	Peringatan Hari Anak Nasional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	16
	 
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	15.000.000
	 Rasio KDRT
	 
	 
	
	 
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	16
	02
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
	15.000.000
	Terlaksananya pengembangan P2TP2
	75 orang/3 keg
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000

	2.02
	2.02.01
	16
	06
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
	0
	Terlaksananya Kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan Anak
	85  organisasi
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	16
	07
	Evaluasi Pelaksanaan PUG
Implementasi Sistem Informasi Gender dan Anak
	0
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG
	3 kegiatan
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	16
	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Focal Point PUG Tingkat Kabupaten 
	0
	Terlaksnanya koordinasi dan sinkronisasi Fical Point PUG Tk Kabupaten
	3 kegiatan
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	17
	08
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
	15.000.000
	Tertanganinya perempuan korban kekerasam terhadap tindak kekerasan
	55 Kasus 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	17
	16
	Pengembanagan dan Pembinaan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (FKPA)
	30.000.000
	Terlaksananya pembinaan FKPA
	110 anak
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	17
	17
	Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegeahan Komplikasi (P4K)
	0
	Terlaksananya Program P4K
	2 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	xxx
	 
	 
	 
	Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak
	0
	Terlaksananya Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak
	2 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	xxx
	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijkan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
	0
	Terlaksananya Sosialisasi Adv.Kebijakan PTKP
	2  kegiatan
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	18
	01
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
	10.000.000
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
	50 peserta
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.02
	2.02.01
	22
	 
	Program Keluarga Sejahtera
	
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi kelurga 
	
	
	
	
	
	
	

	2.02
	2.02.01
	22
	01
	Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	0
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	50 peserta
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	 
	 
	 
	 
	Temu Kader Bina Keluarga
	20.000.000
	Terlaksananya Temu Kader Bina Keluarga
	1 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	 
	 
	 
	 
	Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	0
	Terlaksananya Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	1 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	55.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000 000

	
	
	
	
	Advokasi kesejahteraan keluarga
	
	Terlaksananya advokasi
	
	
	50.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	
	
	
	
	Advokasi ketahanan keluarga
	
	Terlaksananya advokasi
	
	
	50.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	
	
	
	
	Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	10.000.000
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	34 Peserta 
	Kabupaten Karanganyar
	55.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	
	
	
	
	Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR
	40.000.000
	Terlaksananya Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR
	100 Peserta/ 2 keg
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	
	
	
	
	Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja
	0
	Terlaksananya Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja Bagi Saka Kencana
	2 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	2.08
	2.02.01
	18
	xx
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	0
	Terlaksananya Pelatihan Kelompok UPPKS
	136 Peserta  
	Kabupaten Karanganyar
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	 
	Program Peningkatan kesertaan keluarga berencana
	
	 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.08
	2.02.01
	15
	01
	Peningkatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
	45.000.000
	Kelancaran Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
	80.20 % , 9 kegiatan
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000
	76.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	05
	Pembinaan Keluarga Berencana
	0
	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana
	4 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	76.000.000
	76.000 000
	76.000.000
	76.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	08
	Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB
	184.880.000
	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR
	100 Akseptor
	Kabupaten Karanganyar
	466.000.000
	466.000.000
	466.000.000
	466.000.000
	466.000.000

	2.08
	2.02.01
	17
	02
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
	10.000.000
	Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
	22150 PB , 35 klinik
	Kabupaten Karanganyar
	505.000.000
	505.000.000
	505.000.000
	505.000.000
	505.000.000

	2.08
	2.02.01
	17
	05
	Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB
	0
	Terlaksananya Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi
	35 klinik KB 
	Kabupaten Karanganyar
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	DAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08
	2.02.01
	15
	09
	Pengadaan KIE Kit
	150.000.000
	 Tersedianya media KIE 
	17 balai 
	Kabupaten Karanganyar
	 150.000.000
	 150.000.000
	 150.000.000
	 150.000.000
	 150.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	10
	Biaya Operasional Keluarga Berencana
	4.502.517.000
	 Tersedianya operasional balai penyuluh
	1 tahun 
	Kabupaten Karanganyar
	 4 502.517 000
	 4.502.517.000
	 4.502.517.000
	 4.502.517.000
	 4.502.517.000

	2.08
	2.02.01
	15
	26
	Pengadaan Personal Komputer Balai Penyuluh KB
	140.000.000
	 Tersedianya personal komputer dibalai penyuluh
	 7 buah
	Kabupaten Karanganyar
	140.000.000
	140.000.000
	140.000.000
	140.000.000
	140.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	33
	Pengadaan Tempat Penyimpanan  KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi
	100.000.000
	 Tersedianya media penyimpanan alokon 
	17 buah 
	Kabupaten Karanganyar
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	34
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Distribusi Alokon
	409.072.000
	 Aatersedianya media transportasi PLKB
	10 buah 
	Kabupaten Karanganyar
	409.072.000
	409.072.000
	409.072.000
	409.072.000
	409.072.000

	2.08
	2.02.01
	15
	35
	Pengadaan Genre KIT
	300.000.000
	 Tersedianya media Genre
	17 buah 
	Kabupaten Karanganyar
	 300.000.000
	 300.000.000
	 300.000.000
	 300.000.000
	 300.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08
	2.02.01
	23
	04
	Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	0
	Terlaksananya Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	1 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000
	55.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Program pengendalian penduduk
	
	Ratio Akseptor KB
	
	
	
	
	
	
	

	2.08
	2.02.01
	15
	28
	Fasilitasi Pembuatan Raperda Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga 
	0
	Tersusunnya Draft Raperda dan Naskah Akademik
	1 raperda
	Kabupaten Karanganyar
	
	
	
	
	

	2.08
	2.02.01
	15
	xx
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SIGA
	 
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
	 1 tahun
	Kabupaten Karanganyar
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	xx
	Operasional Pokja KB Kecamatan
	 
	Tersedianya Operasional Pokja KB Kecamatan
	 1 tahun
	Kabupaten Karanganyar
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	xx
	Pembinaan Teknis Pengelolaan Kelompok KB Pria/Prio Utomo
	 
	Meningkatnya Peserta KB Pria
	50 peserta
	Kabupaten Karanganyar
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	xx
	Pembinaan Motivator Pria
	 
	Meningkatnya Jumlah Peserta Kb Pria
	2  kegiatn
	Kabupaten Karanganyar
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000

	2.02
	2.02.01
	17
	15
	KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
	
	Tertanganinya kesehatan ibu dan anak
	150 orang
	Kabupaten Karanganyar
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000

	2.08
	2.02.01
	18
	02
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB
	817.813.000
	Tersedianya Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
	1763 Orang 
	Kabupaten Karanganyar
	850.000.000
	850.000.000
	850.000.000
	850.000.000
	850.000.000

	2.08
	2.02.01
	18
	05
	Pengelolaan data dan informasi KB
	155.640.000
	Terlaksananya updating data keluarga
	1 Tahun 
	Kabupaten Karanganyar
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000

	2.08
	2.02.01
	20
	06
	Advokasi dan KIE 
	
	Terlaksananya Advokasi dan KIE Tentang KRR
	100 Peserta 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2.08
	2.02.01
	15
	07
	Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB)
	
	Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan program KB dan koalisi kependudukan dan KB
	5 Kegiatan 
	Kabupaten Karanganyar
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	
	
	
	
	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
	
	Peningkatan KIE
	3
	
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	
	
	
	
	Pemetaan Pengendalian Penduduk;
	
	Terwujudnya pemetaan data keluarga
	2
	
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Profil Kependudukan dan KB;
	
	Terwujudnya profil kependudukan 
	6
	
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	
	
	
	
	Pelayanan KIE 
	11.360.000
	Terlaksananya Pelayanan KIE
	2215
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000










10



26



49





BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. 
Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 
Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indicator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :










Tabel 7.1
PenetapanIndikatorKinerjaUtamaPerangkat Daerah DinasPemberdayaanPerempuan, PerlindunganAnak, PengendalianPendudukdanKeluargaBerencanaTahun 2018-2023
	No
	IndikatorKinerjaUtamaPerangkat Daerah
	KondisiAwalKinerja
	Target CapaianTahun
	KondisiAkhirKinerja

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	2017
	2018
	
	
	
	
	
	

	1
	IDG (Index Pemberdayaan Gender)
	74,27
	74,31
	74,52
	74,56
	74,71
	74,81
	74,95
	74,9

	2
	Rasiokekerasanterhadapperempuandananak

	8.51 per 100.000
	8.44 per 100.000
	8.37
Per 100.000
	8.29
Per 100.000
	8.22
Per 100.000
	8.15
Per 100.000
	8.07
Per 100.000
	8.07
Per 100.000

	3
	Keterwakilan perempuan di legislatif
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	4
	AngkaKelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
	2.30
	2.30
	2.29
	2.28
	2.27
	2.26
	2.25
	2.25

	5
	Angkapemakaiankontrasepsi/ CPR
	76.89
	73.69
	75.00
	75.10
	75.25
	75.50
	76.00
	76.00

	6
	PersentaseKeluargaPra Sejahtera
	22.14
	22,14
	21.64
	21.14
	20.64
	20.14
	19.64
	19.64





Tabel 7.2
PenetapanIndikatorKinerjaPerangkat Daerah yang MengacuTujuandanSasaran RPJMD
	No
	Indikator
	KondisiKinerjapadaAwalPeriode RPJMD
	Target CapaianTahun
	KondisiKinerjapadaAkhirPeriode RPJMD

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	2017
	2018
	
	
	
	
	
	

	1
	kabupatenlayakanak
	10
	10
	16
	18
	20
	22
	24
	24

	2
	Rasiokekerasanterhadapperempuan dan anak
	8.51 per 100.000
	8.44 per 100.000
	8.37
Per 100.000
	8.29
Per 100.000
	8.22
Per 100.000
	8.15
Per 100.000
	8.07
Per 100.000
	8.07
Per 100.000

	3
	Persentasepenggunaankontrasepsijangkapanjang (MKJP)
	28.45
	27.43
	28.00
	28.50
	29.00
	29.50
	30.00
	30.00

	4
	Unmetneed KB
	15
	14
	14
	13
	13
	12
	11
	11

	5
	Persentasekelompoktribina yang aktif
	70
	71
	72
	73
	73
	73,5
	74
	74

	6
	Persentase UPPKS yang aktif
	87.68
	87.73
	89.75
	89.90
	90.00
	90.10
	90.20
	90.20




















BAB VIII
PENUTUP

8.1	CatatanPenting
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian pendudukdan keluarga berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. 
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dana apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :  1) memprioritaskan pencapaian seluruh indicator kinerja utama (IKU) Renstra dan indicator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Renstra dan indicator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.
8.2	Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:
Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam RencanaKerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan  dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah; 



Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; 
Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8.3	Rencana Tindak Lanjut
Tindak lanjutdisusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai berikut :
Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kotadan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ketingkat desa dengan melibatkan mitra  kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
Melakukanupayapeningkatankualitaslayanankorbankekerasanterhadapperempuandananakbersamajejaringmitrakerjadenganmengembangkanteknologiinformasi;
Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
Penurunan jumlah keluarga prasejahtera melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKS secara efektif dan berkelanjutan.



















	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yg religius berbudaya tata kelola pemerintahan yang baik berprestasi dan kesetaraan gender
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/Sasaran
	Program dan kegiatan
	Indikator
	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Th.2018)
	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

	
	
	
	
	Kinerja Program
	
	Tahun -1 (2019)
	Tahun - 2 (2020)
	Tahun -3 (2021)
	Tahun -4 (2022)
	Tahun-4 (2023)
	

	
	
	
	
	outcome) dan kegiatan (output)
	
	target 
	Rp.(000)
	target 
	Rp.(000)
	target 
	Rp.(000)
	target 
	Rp.(000)
	target 
	Rp.(000)
	

	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi
	Nilai APIP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan administrasi  perkantoran
	100 % 
	100 % 
	43.794.286.000
	100 % 
	514.000.000
	100 % 
	599.000.000
	100 % 
	669.000.000
	100 % 
	779.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar
	6000 surat
	6000 surat
	10.000.000
	6.100
	40.000.000
	6.120
	50.000.000
	6.180
	60.000.000
	6.200
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Terbayarnya tagihan jasa kantor
	12 Bulan 
	1 tahun
	43.600.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	1 tahun
	80.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Tersedianya alat kebersihan kantor
	22 macam
	1 tahun
	10.000.000
	1 tahun
	40.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan alat tulis kantor
	Tersedianya alat tulis kantor
	12 Bulan 
	1 tahun
	15.000.000
	1 tahun
	40.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Tersedianya barang centak dan penggandaan
	125.000 lembar
	12 jenis
	10.000.000
	12 jenis
	40.000.000
	12 jenis
	50.000.000
	12 jenis
	60.000.000
	12 jenis
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Tersedianya komponen 
	12 macam
	12 bulan 
	5.000.000
	12 bulan 
	40.000.000
	12 bulan 
	50.000.000
	12 bulan 
	60.000.000
	12 bulan 
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	12 Bulan 
	1 tahun
	13.486.000
	1 tahun
	40.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan makanan dan minuman
	Tersedianya makanan dan minuman tamu
	12 Bulan 
	1 tahun
	15.000.000
	1 tahun
	40.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	75.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam/luar daerah
	12 Bulan 
	1 tahun
	61.800.000
	1 tahun
	100.000.000
	1 tahun
	100.000.000
	1 tahun
	100.000.000
	1 tahun
	100.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
	Tersedianya jasa keamanan kantor
	3 orang
	1 tahun
	54.000.000
	1 tahun
	74.000.000
	1 tahun
	74.000.000
	1 tahun
	74.000.000
	1 tahun
	74.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	 Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur
	100 % 
	100 % 
	131.114.000
	100 % 
	410.000.000
	100 % 
	410.000.000
	100 % 
	410.000.000
	100 % 
	410.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	 
	 
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Terpeliharanya gedung kantor
	1 Tahun 
	1 tahun
	5.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	1 tahun
	60.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	Tersedianya perlengkapan Kantor
	4 unit printer dan 1 unit lcd
	 
	 
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
	100 Unit 
	96 motor
	71.114.000
	110 kendaraan
	200.000.000
	115 kendaraan
	200.000.000
	120 kendaraan
	200.000.000
	125 kendaraan
	200.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
	12 Bulan 
	1 tahun
	5.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	100 % 
	100 % 
	250.000.000
	100 % 
	70.000.000
	100 % 
	70.000.000
	100 % 
	80.000.000
	100 % 
	85.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD
	 
	 
	1 tahun
	10.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyusunan renstra OPD
	 
	 
	12 bulan 
	50.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
	12 Bulan 
	 
	 
	12 bulan 
	55.000.000
	12 bulan 
	55.000.000
	12 bulan 
	55.000.000
	12 bulan 
	55.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah
	Tersusunnya laporan RKA-DPA. RKAP-DPAP, SPIP, Sirup, SOP. LKJIP, LPT, SIPD, dan Renstra
	12 bulan 
	 
	 
	12 bulan 
	15.000.000
	12 bulan 
	15.000.000
	12 bulan 
	25.000.000
	12 bulan 
	30.000.000
	DP3APPKB

	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak
	IDG (indek Pemberdayaan Gender)
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak
	 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu 
	100%
	100%
	95.000.000
	100%
	150.000.000
	100%
	210.000.000
	100%
	270.000.000
	100%
	330.000.000
	DP3APPKB

	 
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
	 
	Workshop hak dan anak ( Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak ) 
	terlaksananya sosialisasi pemenuhan hak anak
	180 orang
	 
	20.000.000
	 
	30.000.000
	200 anak
	40.000.000
	225 anak
	50.000.000
	250 anak
	60.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional forum anak kabupaten
	Terlaksananya forum anak Kabupaten Karanganyar
	350 orang
	25 anak
	25.000.000
	35 anak
	30.000.000
	40 anak
	40.000.000
	50 anak
	50.000.000
	55 anak
	60.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar
	Terlaksananya POKJA PUG Kab. Karanganyar
	12 Bulan 
	 
	20.000.000
	12 bulan 
	30.000.000
	12 bulan 
	40.000.000
	12 bulan 
	50.000.000
	12 bulan 
	60.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional gugus tugas kabupaten layak anak
	Terlaksananya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
	38 Orang 
	 
	20.000.000
	38 orang
	20.000.000
	40 orang
	30.000.000
	50 orang
	40.000.000
	60 orang
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Sosialisasi  Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	180 orang
	65 orang
	10.000.000
	75 orang
	20.000.000
	85 orang
	30.000.000
	95 orang
	40.000.000
	105 orang
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
	110 orang
	 
	 
	115 orang
	20.000.000
	120 orang
	30.000.000
	130 orang
	40.000.000
	140 orang
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	peringatan hari anak nasional
	Terlaksananya peringatan hari anak nasional
	 
	 
	 
	1 keg
	85.000.000
	1 keg
	85.000.000
	1 keg
	85.000.000
	1 keg
	85.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	 Rasio KDRT
	15
	14
	410.000.000
	13
	470.000.000
	12
	470.000.000
	11
	470.000.000
	11
	470.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
	Terlaksananya pengembangan P2TP2
	75 orang/3 keg
	75 orang
	15.000.000
	80 orang
	20.000.000
	85 orang
	20.000.000
	90 orang
	20.000.000
	95 orang
	20.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
	Terlaksananya Kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan Anak
	85  organisasi
	 
	50.000.000
	85  organisasi
	50.000.000
	85  organisasi
	50.000.000
	85  organisasi
	50.000.000
	85  organisasi
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Evaluasi Pelaksanaan PUG
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG
	3 kegiatan
	 
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Implementasi Sistem Informasi Gender dan Anak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Focal Point PUG Tingkat Kabupaten 
	Terlaksnanya koordinasi dan sinkronisasi Fical Point PUG Tk Kabupaten
	3 kegiatan
	 
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	3 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
	Tertanganinya perempuan korban kekerasam terhadap tindak kekerasan
	55 Kasus 
	85 orang
	15.000.000
	95 orang
	50.000.000
	95 orang
	50.000.000
	95 orang
	50.000.000
	95 orang
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengembanagan dan Pembinaan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (FKPA)
	Terlaksananya pembinaan FKPA
	110 anak
	180 anak
	30.000.000
	200 anak
	50.000.000
	200 anak
	50.000.000
	200 anak
	50.000.000
	200 anak
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
	Terlaksananya Program P4K
	2 Kegiatan 
	 
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak
	Terlaksananya Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak
	2 Kegiatan 
	 
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijkan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
	Terlaksananya Sosialisasi Adv.Kebijakan PTKP
	2  kegiatan
	 
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
	50 peserta
	 
	50.000.000
	60 peserta
	50.000.000
	60 peserta
	50.000.000
	60 peserta
	50.000.000
	60 peserta
	50.000.000
	DP3APPKB

	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
	Meningkatnya ketahanan dan ksejahteraan keluarga
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera
	Program Keluarga Sejahtera
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera
	 
	21,64
	410.000.000
	21,14
	580.000.000
	20,64
	580.000.000
	20,14
	580.000.000
	19,64
	504.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	50 peserta
	85 peserta
	10.000.000
	110 peserta
	50.000.000
	110 peserta
	50.000.000
	110 peserta
	50.000.000
	110 peserta
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Temu Kader Bina Keluarga
	Terlaksananya Temu Kader Bina Keluarga
	1 Kegiatan 
	1 kegiatan
	20.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	2 kegiatan
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	Terlaksananya Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	1 Kegiatan 
	 
	55.000.000
	2 kegiatan
	76.000.000
	2 kegiatan
	76.000.000
	2 kegiatan
	76.000.000
	2 kegiatan
	76.000 000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Advokasi kesejahteraan keluarga
	Terlaksananya advokasi
	 
	 
	50.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Advokasi ketahanan keluarga
	Terlaksananya advokasi
	 
	 
	50.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR
	Terlaksananya Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR
	100 Peserta/ 2 keg
	80 peserta
	50.000.000
	85 peserta
	76.000.000
	85 peserta
	76.000.000
	85 peserta
	76.000.000
	85 peserta
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	 
	 
	160 orang
	25.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja
	Terlaksananya Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja Bagi Saka Kencana
	2 Kegiatan 
	 
	50.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	3 kegiatan
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	Terlaksananya Pelatihan Kelompok UPPKS
	136 Peserta  
	 
	100.000.000
	150 peserta
	100.000.000
	150 peserta
	100.000.000
	150 peserta
	100.000.000
	150 peserta
	100.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Program Keluarga Berencana
	 
	presentase peserta kb baru dan kb aktif
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
	Indek Pembangunan Manusia
	Program Peningkatan kesertaan keluarga berencana
	 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
	 
	71,80
	6.251.469.000
	72,50
	7.986.506.000
	73,10
	8.121.889.000
	73,70
	7.857.889.000
	74,10
	7.867.889.000
	DP3APPKB

	 
	 
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Peningkatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
	Kelancaran Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
	80.20 % , 9 kegiatan
	1275 akseptor
	45.000.000
	1295 akseptor
	76.000.000
	1295 akseptor
	76.000.000
	1295 akseptor
	76.000.000
	1295 akseptor
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pembinaan Keluarga Berencana
	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana
	4 Kegiatan 
	 
	50.000.000
	4 Kegiatan 
	76.000.000
	4 Kegiatan 
	76.000 000
	4 Kegiatan 
	76.000.000
	4 Kegiatan 
	76.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB
	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR
	100 Akseptor
	109 akseptor
	184.880.000
	125 akseptor
	466.000.000
	125 akseptor
	466.000.000
	125 akseptor
	466.000.000
	125 akseptor
	466.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
	Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
	22150 PB , 35 klinik
	17 kecamatan
	10.000.000
	17 kecamatan
	505.000.000
	17 kecamatan
	505.000.000
	17 kecamatan
	505.000.000
	17 kecamatan
	505.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB
	Terlaksananya Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi
	35 klinik KB 
	 
	15.000.000
	35 klinik KB 
	15.000.000
	35 klinik KB 
	15.000.000
	35 klinik KB 
	15.000.000
	35 klinik KB 
	15.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan KIE Kit
	 Tersedianya media KIE 
	 
	30 paket
	150.000.000
	30 paket
	150.000.000
	30 paket
	 150.000.000
	30 paket
	 150.000.000
	30 paket
	 150.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Biaya Operasional Keluarga Berencana
	 Tersedianya operasional balai penyuluh
	 
	1 tahun
	4.502.517.000
	1 tahun
	         4.855.634.000 
	1 tahun
	4.502.517.000
	1 tahun
	4.502.517.000
	1 tahun
	4.502.517.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Personal Komputer Balai Penyuluh KB
	 Tersedianya personal komputer dibalai penyuluh
	 
	10 unit
	140.000.000
	8 unit
	136.800.000
	10 unit
	150.000.000
	10 unit
	160.000.000
	10 unit
	170.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Tempat Penyimpanan  KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi
	 Tersedianya media penyimpanan alokon 
	 
	20 unit
	100.000.000
	20 unit
	100.000.000
	20 unit
	100.000.000
	20 unit
	100.000.000
	20 unit
	100.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Distribusi Alokon
	 Tersedianya media transportasi PLKB
	 
	1 mobil
	409.072.000
	1 mobil
	409.072.000
	1 mobil
	409.072.000
	1 mobil
	409.072.000
	1 mobil
	409.072.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
	Tersedianya BKB,BKL,dan Genre Kit
	 
	10 dan 30 paket
	450.000.000
	8,10,11 paket
	            420.900.000 
	8,10,11 paket
	           420.900.000 
	8,10,11 paket
	           420.900.000 
	8,10,11 paket
	          420.900.000 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadan Media /Alat Pengolah Data
	Tersedianya Operasional Komputer dan Printer di Balai Penyuluh KB
	 
	10 paket
	140.000.000
	8 dan 8 unit
	            252.800.000 
	8 dan 8 unit
	           252.800.000 
	8 dan 8 unit
	           252.800.000 
	8 dan 8 unit
	          252.800.000 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
	Tersedianya Kendaraan
Penyuluhan Bagi
Petugas Lapangan
(Sepeda Motor)
	 
	 
	 
	4 unit 
	            100.000.000 
	4 unit 
	           100.000.000 
	4 unit 
	           100.000.000 
	4 unit 
	          100.000.000 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pembangunan
Balai Penyuluhan
KB
	Tersedianya balai penyuluhan KB
	 
	 
	 
	1 unit
	            348.700.000 
	3 unit
	        1.050.000.000 
	2 unit
	           700.000.000 
	2 unit
	          700.000.000 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan
	 
	 
	 
	5 unit
	              19.600.000 
	5 unit
	             19.600.000 
	5 unit
	             19.600.000 
	5 unit
	            19.600.000 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	Terlaksananya Pengembangan BKB Posyandu PAUD
	1 Kegiatan 
	 
	55.000.000
	2 kegiatan
	55.000.000
	2 kegiatan
	55.000.000
	2 kegiatan
	55.000.000
	2 kegiatan
	55.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Program pengendalian penduduk
	Ratio Akseptor KB
	 
	12,433
	1.329.813.000
	11,811
	1.425.000.000
	11,221
	1.425.000.000
	10,660
	1.425.000.000
	10,127
	1.425.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Fasilitasi Pembuatan Raperda Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga 
	Tersusunnya Draft Raperda dan Naskah Akademik
	1 raperda
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SIGA
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
	 1 tahun
	 
	5.000.000
	 1 tahun
	5.000.000
	 1 tahun
	5.000.000
	 1 tahun
	5.000.000
	 1 tahun
	5.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional Pokja KB Kecamatan
	Tersedianya Operasional Pokja KB Kecamatan
	 1 tahun
	 
	15.000.000
	 1 tahun
	15.000.000
	 1 tahun
	15.000.000
	 1 tahun
	15.000.000
	 1 tahun
	15.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pembinaan Teknis Pengelolaan Kelompok KB Pria/Prio Utomo
	Meningkatnya Peserta KB Pria
	50 peserta
	 
	30.000.000
	50 peserta 
	30.000.000
	50 peserta 
	30.000.000
	50 peserta 
	30.000.000
	50 peserta 
	30.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pembinaan Motivator Pria
	Meningkatnya Jumlah Peserta Kb Pria
	2  kegiatan
	 
	20.000.000
	2  kegiatan
	20.000.000
	2  kegiatan
	20.000.000
	2  kegiatan
	20.000.000
	2  kegiatan
	20.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
	Tertanganinya kesehatan ibu dan anak
	150 orang
	 
	25.000.000
	150 orang
	25.000.000
	150 orang
	25.000.000
	150 orang
	25.000.000
	150 orang
	25.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB
	Tersedianya Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
	1763 Orang 
	1763 orang
	817.813.000
	1763 orang
	850.000.000
	1763 Orang 
	850.000.000
	1763 Orang 
	850.000.000
	1763 Orang 
	850.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pengelolaan data dan informasi KB
	Terlaksananya updating data keluarga
	1 Tahun 
	10 kegiatan
	155.640.000
	10 kegiatan
	200.000.000
	10 kegiatan
	200.000.000
	10 kegiatan
	200.000.000
	10 kegiatan
	200.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Advokasi dan KIE 
	Terlaksananya Advokasi dan KIE Tentang KRR
	100 Peserta 
	 
	50.000.000
	100 Peserta 
	50.000.000
	100 Peserta 
	50.000.000
	100 Peserta 
	50.000.000
	100 Peserta 
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB)
	Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan program KB dan koalisi kependudukan dan KB
	5 Kegiatan 
	 
	50.000.000
	5 Kegiatan 
	50.000.000
	5 Kegiatan 
	50.000.000
	5 Kegiatan 
	50.000.000
	5 Kegiatan 
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
	Peningkatan KIE
	 
	 
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 Tahun
	50.000.000
	1 Tahun
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pemetaan Pengendalian Penduduk;
	Terwujudnya pemetaan data keluarga
	 
	 
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Penyediaan Profil Kependudukan dan KB;
	Terwujudnya profil kependudukan 
	 
	 
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	1 tahun
	50.000.000
	DP3APPKB

	 
	 
	 
	Pelayanan KIE 
	Terlaksananya Pelayanan KIE
	2215
	2215 PB
	11.360.000
	2235 PB
	30.000.000
	2235 PB
	30.000.000
	2235 PB
	30.000.000
	2235 PB
	30.000.000
	DP3APPKB



Grafik Peserta KB Aktif Kab. Karanganyar Tahun 2015-2018
2015	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	Jumlah	19386	12550	718	3320	11131	74865	8657	130627	2016	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	Jumlah	20970	12514	969	2289	12305	73847	8410	131304	2017	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	Jumlah	22509	12272	1139	4116	13766	77473	9530	140805	2018	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	Jumlah	23806	12459	1226	4106	14856	77898	9219	143570	



Diagram PUS Bukan Peserta KB
Kab. Karanganyar  Tahun 2015-2018
2015	
Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	5948	16045	6811	6681	2016	
Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	5485	14856	6890	7613	2017	
Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	4877	11788	6496	6760	2018	
Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	5177	12091	7077	7821	

